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Abstrak
 

Konsep nexus baru yang dicetuskan pada BEPS Action Plan 1 dikenal dengan kehadiran ekonomi signifikan

(significant economic presence) yang mengilhami adanya kebijakan baru yang bersifat unilateral demi

menjawab tantangan ekonomi digital. India memperkenalkan equalization levy sebagai kebijakan unilateral

untuk memajaki transaksi pada ekonomi digital atas jasa periklanan digital yang diberikan oleh non-residen

India ke residen pajak India. Selain itu, Inggris juga menerapkan hal serupa dengan memperkenalkan Digital

Service Tax untuk memajaki atas transaksi pada layanan dan pembelian produk oleh pelaku industri Digital.

Dilanjutkan dengan dicetuskannya rancangan Solusi 2 Pilar (Two-Pillar Solutions) dalam hal ini Pilar 1

(satu) sebagai realisasi aksi 1 di tahun 2021 yang berasal dari kesepakatan negara-negara dalam konsensus

global yang dilakukan oleh para negara OECD inclusive framework dan negara G20 sebagai kebijakan

multilateral hingga saat ini masih tidak ada kepastian dalam penerapannya. Mengacu pada hal tersebut,

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan skema perpajakan yang digunakan oleh India dan Inggris dan

menganalisis peluang Indonesia dalam menerapkan kebijakan unilateral atas ekonomi digital. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan

dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan dijelaskan skema perpajakan atas ekonomi digital

yang diterapkan di India dan Inggris. Indonesia juga berpeluang menerapkan kebijakan unilateral tersebut

walaupun terdapat faktor penghambat yang berasal dari komitmen atas penerapan Pilar 1 yang tidak

memiliki kepastian saat penerapannya, potensi ancaman perang dagang oleh Amerika Serikat dari penerapan

kebijakan unilateral dan biaya kepatuhan pajak yang tinggi mempengaruhi ekonomi dari kenaikan harga atas

barang dan/atau layanan pada ekonomi digital di negara sumber penghasilan serta tingginya biaya kepatuhan

pajak dan pajak berganda yang muncul bagi para pelaku ekonomi digital asing yang berasal dari penerapan

kebijakan unilateral yang dilakukan oleh India dan Inggris. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini

adalah skema perpajakan unilateral India dan Inggris mengikuti konsep kehadiran ekonomi signifikan dan

Indonesia memiliki peluang dalam menerapkan kebijakan unilateral walaupun terdapat beberapa faktor

penghambat sebagaimana telah dijelaskan. Pada penelitian ini penulis menyarankan mempertimbangkan

informasi dari skema perpajakan yang diterapkan oleh India dan Inggris serta mempertimbangkan

pembentukan kebijakan unilateral atas ekonomi digital yang terstruktur dari perundangan-undangan dan

peraturan teknisnya dengan jelas dan belajar dari permasalahan yang ditemukan di Inggris dan India.

......The new nexus concept introduced in BEPS Action Plan 1 is known as significant economic presence,

which has inspired new unilateral policies to address the challenges of the digital economy. India introduced

the equalization levy as a unilateral policy to tax transactions in the digital economy for digital advertising

services provided by non-Indian residents to Indian tax residents. Similarly, the United Kingdom

implemented a Digital Service Tax to tax transactions involving services and product purchases by digital
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industry players. This was followed by the introduction of the Two-Pillar Solutions draft, specifically Pillar

1, as the realization of Action 1 in 2021, based on agreements within the global consensus reached by

OECD inclusive framework countries and G20 countries. However, there remains uncertainty in its

implementation as a multilateral policy. Given this context, this study aims to describe the taxation schemes

used by India and the United Kingdom and to analyze the potential for Indonesia to implement unilateral

policies on the digital economy. This research employs a qualitative approach and qualitative data analysis

techniques. Based on literature studies and in-depth interviews with several informants, the study explains

the taxation schemes on the digital economy implemented in India and the United Kingdom. Indonesia also

has the potential to implement such unilateral policies, although there are hindering factors stemming from

the commitment to implementing Pillar 1, which lacks certainty in its application, potential trade war threats

from the United States due to the implementation of unilateral policies, and high tax compliance costs

affecting the economy through increased prices of goods and/or services in the digital economy in the source

country, as well as high tax compliance costs and double taxation issues for foreign digital economy players

due to the unilateral policies applied by India and the United Kingdom. Therefore, the conclusion of this

study is that the unilateral taxation schemes of India and the United Kingdom follow the concept of

significant economic presence, and Indonesia has the potential to implement unilateral policies despite

several hindering factors as previously mentioned. In this study, the author suggests considering the

information from the taxation schemes implemented by India and the United Kingdom, and considering the

formation of a structured unilateral policy on the digital economy through clear legislation and technical

regulations, while learning from the issues found in the United Kingdom and India.


